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ABSTRACT 

Land redistribution as part of Agrarian Reform aims to reduce inequality in land ownership 

and improve communities' welfare. However, its implementation on ex-Right to Cultivate 

(HGU) lands often faces complex land tenure disputes. This research aims to analyze the 

dynamic of land tenure conflict between local farmers and PT. Perkebunan Kopi Trisno 

Kenangan in Karang Sidemen Village, Central Lombok Regency, and its impact on the 

opportunities for land redistribution programs. This study uses a qualitative descriptive 

method. Data were collected through semi-structured interviews with local farmers, village 

officials, and representatives from the Regional Office of the National Land Agency (BPN) 

of West Nusa Tenggara Province, combined with field observation and documentation 

analysis. The data were analyzed using the interactive analysis model by Miles and 

Huberman, verified through source and technique triangulation. The results show that the 

dispute is a multidimensional agrarian conflict involving four main actors: local farmers, 

the former HGU holder, the Local Government, and the Land Bank. The conflict manifests 

in four forms: legal claim disputes, physical occupation disputes, administrative data-

collection resistance, and inter-sectoral interest collisions. Legally, the HGU expired in 

1980, turning the land into state-controlled land. Physically, 520 local household families 

have actively cultivated the land for generations. However, the conflict acts as an 

"administrative brake" that causes stagnation in the five stages of land reform because the 

land has not met the clean and clear criteria. The opportunity for land redistribution remains 

high legally, sociologically, and administratively (as P4T data is locked), but its execution 

strictly depends on the ability of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) to formulate an 

integrative spatial allocation consensus that accommodates all stakeholders' interests.  

Keywords: Agrarian Reform, Land Redistribution, Land Tenure Conflict, Ex-HGU. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain memiliki nilai ekonomi, tanah 

juga memiliki fungsi sosial karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian 

besar masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Oleh 

karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah yang adil menjadi salah satu 

tujuan yang ingin diwujudkan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan agraria yang 

berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih penguasaan, 

dan konflik kepentingan antar pihak yang berkaitan dengan tanah (Bora dkk., 

2025). 

Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan 

mewujudkan keadilan agraria, pemerintah melaksanakan reforma agraria. 

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis negara yang diarahkan untuk 

menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah agar lebih berkeadilan serta mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, reforma agraria tidak 

hanya dipahami sebagai penataan aspek hukum pertanahan, tetapi juga sebagai 

instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang bertujuan memperluas akses 

masyarakat terhadap sumber-sumber agraria dan memperkuat basis ekonomi 

masyarakat pedesaan (Surya Wira dkk., 2024). Oleh karena itu, reforma agraria 

dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mewujudkan pemerataan 

penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan reforma agraria dipertegas melalui Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Reforma Agraria. Dalam peraturan tersebut, redistribusi tanah menjadi salah satu 

instrumen utama yang digunakan untuk mewujudkan pemerataan penguasaan 

tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Redistribusi tanah merupakan 

bentuk penataan aset yang dilakukan melalui pemberian hak atas tanah kepada 
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masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat sehingga 

diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serta mengurangi kesenjangan 

penguasaan tanah yang selama ini terjadi. (Ramadhani, 2023). 

Meskipun redistribusi tanah memiliki landasan hukum dan tujuan yang 

jelas sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria, implementasinya di 

berbagai daerah tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu 

persoalan yang sering muncul adalah adanya konflik penguasaan tanah yang 

melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki klaim atau kepentingan terhadap 

bidang tanah yang sama. Konflik tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian 

mengenai status penguasaan tanah sehingga memengaruhi pelaksanaan berbagai 

tahapan redistribusi tanah, mulai dari identifikasi objek, verifikasi data, 

penetapan subjek dan objek redistribusi, hingga pemberian hak atas tanah kepada 

Masyarakat (Ramadhani, 2023) Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

konflik penguasaan tanah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan pelaksanaan reforma agraria karena dapat memperlambat 

penyelesaian administrasi pertanahan serta menghambat terwujudnya kepastian 

hukum atas tanah (Nurhamani, 2024). Oleh karena itu, penyelesaian konflik 

penguasaan tanah menjadi aspek penting yang menentukan peluang pelaksanaan 

redistribusi tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan redistribusi 

tanah adalah konflik penguasaan tanah. Konflik penguasaan tanah terjadi ketika 

terdapat lebih dari satu pihak yang mengklaim atau memiliki kepentingan 

terhadap suatu bidang tanah. Konflik penguasaan tanah dapat memengaruhi 

kelancaran pelaksanaan program redistribusi tanah karena berkaitan langsung 

dengan proses penetapan subjek dan objek reforma agraria. Konflik tersebut 

tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi 

memperpanjang proses penyelesaian redistribusi tanah (Pandamdari, 2023) Oleh 

karena itu, penyelesaian konflik penguasaan tanah menjadi salah satu faktor 

penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah. 

Situasi tersebut juga ditemukan di Desa Karang Sidemen, Kecamatan 

Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Wilayah ini memiliki tanah 

bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan yang 
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dalam perkembangannya menjadi salah satu objek yang diusulkan dalam 

program reforma agraria (Insidelombok.id dalam Fahri H, 2024). Tanah bekas 

Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan hingga saat ini masih 

menjadi objek klaim dari beberapa pihak. Di satu sisi masyarakat telah lama 

menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan pertanian, sedangkan 

di sisi lain perusahaan masih mengajukan kepentingan terhadap tanah bekas 

HGU tersebut. Perbedaan klaim tersebut menimbulkan konflik penguasaan tanah 

yang hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian secara tuntas sehingga 

memengaruhi peluang pelaksanaan redistribusi tanah (Insidelombok.id dalam 

Fahri H, 2023).  

Tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Kopi Trisno 

Kenangan memiliki sejarah penguasaan yang cukup panjang dan kompleks. 

Tanah tersebut berasal dari konversi Hak Erfpacht Verponding Nomor 16 seluas 

355,100 hektar yang kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. Setelah jangka waktu hak tersebut berakhir pada tahun 

1980, status tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Namun 

dalam perkembangannya, sebagian tanah tersebut telah dikuasai dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan garapan, sementara PT. 

Perkebunan Kopi Trisno Kenangan masih memiliki kepentingan terhadap 

pengelolaan tanah tersebut (Saefullah A, 2024). Kondisi ini menimbulkan 

perbedaan kepentingan antara masyarakat penggarap dan pihak perusahaan yang 

kemudian menjadi salah satu sumber konflik penguasaan tanah dalam 

pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen. Perbedaan kepentingan 

tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pandangan mengenai siapa yang 

berhak menguasai dan memanfaatkan tanah bekas HGU sehingga memicu 

konflik penguasaan tanah antara masyarakat penggarap dan PT. Perkebunan 

Kopi Trisno Kenangan (Insidelombok.id dalam Fahri H, 2024). 

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pemerintah, tanah bekas 

HGU PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan telah diusulkan sebagai salah satu 

lokasi prioritas reforma agraria. Namun, redistribusi tanah belum dapat 

dilaksanakan karena tanah tersebut belum memenuhi persyaratan clean and 
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clear sebagai objek redistribusi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan 

redistribusi tanah masih berada pada tahap usulan dan belum mencapai tahap 

pemberian hak kepada masyarakat (Resume Kasus Sengketa tanah Bekas HGU 

PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan, 2024). Keterlambatan ini menimbulkan 

ketidakpastian bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya 

pada sektor pertanian (Afriliyeni dkk., 2021). 

Pada konteks Desa Karang Sidemen, keberadaan konflik penguasaan tanah 

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi peluang pelaksanaan redistribusi 

tanah. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat penggarap yang telah 

memanfaatkan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lahan pertanian 

dengan PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan yang masih memiliki 

kepentingan terhadap tanah tersebut. Temuan serupa menunjukkan bahwa 

konflik dan perbedaan kepentingan antar pihak merupakan salah satu faktor yang 

dapat menghambat pelaksanaan reforma agraria dan peluang redistribusi tanah 

(Nurhamani, 2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk 

memahami bagaimana konflik penguasaan tanah tersebut berkembang dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap peluang pelaksanaan redistribusi tanah di Desa 

Karang Sidemen. 

Penelitian mengenai redistribusi tanah selama ini lebih banyak membahas 

aspek kebijakan, prosedur pelaksanaan, efektivitas program, dan implementasi 

reforma agraria secara umum. Kajian mengenai efektivitas redistribusi tanah 

telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti (Khairidawati dkk., 2024). Namun 

demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji konflik penguasaan tanah 

sebagai faktor yang memengaruhi peluang pelaksanaan redistribusi tanah pada 

tanah bekas HGU., terutama pada tingkat desa. Padahal, konflik penguasaan 

tanah merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi penetapan objek 

reforma agraria, peluang pelaksanaan redistribusi tanah, serta pencapaian tujuan 

reforma agraria secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut hubungan antara konflik penguasaan 

tanah dan peluang pelaksanaan redistribusi tanah pada konteks lokal. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

konflik penguasaan tanah yang terjadi antara masyarakat penggarap dan PT. 
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Perkebunan Kopi Trisno Kenangan pada tanah bekas Hak Guna Usaha di Desa 

Karang Sidemen. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana 

konflik penguasaan tanah tersebut memengaruhi peluang pelaksanaan 

redistribusi tanah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai kondisi konflik yang terjadi serta menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik dan percepatan pelaksanaan 

redistribusi tanah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konflik penguasaan tanah eks HGU antara masyarakat dan PT. 

Perkebunan Kopi Trisno Kenangan  

2. Bagaimana pengaruh konflik penguasaan tanah terhadap peluang 

pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen Kabupaten 

Lombok Tengah? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis konflik penguasaan tanah eks HGU antara masyarakat dan 

PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan. 

2. Menganalisis pengaruh konflik penguasaan tanah terhadap peluang 

pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen Kabupaten 

Lombok Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika 

konflik penguasaan tanah pada lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan 

pengaruhnya terhadap peluang pelaksanaan tahapan redistribusi tanah. Secara 

konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah 

mengenai penyelarasan antara penguasaan tanah secara yuridis formal oleh 

negara dan penguasaan secara faktual oleh masyarakat di lapangan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kementerian ATR/BPN 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran empiris dalam mengidentifikasi hambatan administratif 

pertanahan, serta merumuskan strategi resolusi konflik penguasaan tanah 

eks HGU agar tercapai kondisi clean and clear yang mendukung 

percepatan tahapan pelaksanaan redistribusi tanah secara adil. 

b. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai 

dinamika sengketa klaim, benturan kepentingan para aktor eks HGU, dan 

pengaruhnya terhadap pelaksanaan program landreform di tingkat lokal 

sebagai bahan pertimbangan bagi Gugus Tugas Reforma Agraria 

(GTRA) dalam penyusunan kebijakan penataan aset dan ruang di daerah. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif 

mengenai status hukum pertanahan, hak penguasaan tanah, serta 

rangkaian prosedur pelaksanaan redistribusi tanah sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi kooperatif 

masyarakat terhadap proses reforma agraria yang sedang berlangsung. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan telaah pustaka, 

dan data sekunder bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa agraria, penguasaan fisik tanah negara, serta 

efektivitas pelaksanaan program redistribusi tanah di Indonesia. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai konflik penguasaan 

tanah eks HGU PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan di Desa Karang 

Sidemen, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dinamika dan Bentuk Konflik Penguasaan Tanah. 

Konflik penguasaan tanah eks HGU PT. Perkebunan Kopi Trisno 

Kenangan di Desa Karang Sidemen merupakan konflik agraria yang bersifat 

struktural dan multidimensional, yang berkembang akibat adanya perbedaan 

kepentingan, klaim, serta penguasaan terhadap objek tanah yang sama. Secara 

yuridis, HGU PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan telah berakhir pada 

tahun 1980 sehingga tanah tersebut berstatus sebagai tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara. Namun, secara faktual tanah tersebut telah dikuasai dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun sebagai lahan pertanian. 

Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi konflik yang melibatkan 

masyarakat penggarap, PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan sebagai bekas 

pemegang hak, Pemerintah Daerah, serta Kementerian ATR/BPN melalui 

Gugus Tugas Reforma Agraria dan Bank Tanah. Dinamika konflik tidak 

hanya berkaitan dengan perbedaan klaim atas penguasaan tanah, tetapi juga 

dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pihak terhadap arah 

pemanfaatan dan alokasi tanah. Konflik tersebut diwujudkan dalam beberapa 

bentuk, yaitu konflik klaim penguasaan secara yuridis, konflik penguasaan 

secara fisik, penolakan atau resistensi terhadap pendataan administratif, serta 

benturan kepentingan dalam penentuan alokasi tata ruang. Dengan demikian, 

konflik penguasaan tanah di Desa Karang Sidemen tidak semata-mata 

merupakan perselisihan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi telah 

berkembang menjadi persoalan yang melibatkan aspek hukum, sosial, 

administratif, dan tata ruang dalam pelaksanaan reforma agraria. 

2. Pengaruh Konflik terhadap Peluang Redistribusi Tanah. 

Konflik penguasaan tanah memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peluang pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen. 

Konflik tersebut menjadi hambatan administratif yang menyebabkan proses 
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redistribusi tanah belum dapat bergerak dari tahap usulan menuju tahap 

penetapan dan pemberian hak kepada masyarakat. Kondisi ini terjadi karena 

objek redistribusi belum memenuhi prinsip clean and clear, terutama akibat 

masih adanya perbedaan klaim, kepentingan antaraktor, serta persoalan dalam 

pendataan dan penetapan objek. Konflik tersebut berdampak pada 

terhambatnya rangkaian tahapan redistribusi tanah, mulai dari identifikasi dan 

pendataan P4T, verifikasi data, penetapan subjek dan objek, hingga tahapan 

pemberian hak. Meskipun demikian, peluang redistribusi tanah secara 

substantif masih tergolong besar karena terdapat dasar bahwa HGU telah 

berakhir sejak tahun 1980, masyarakat telah menguasai dan mengusahakan 

tanah secara turun-temurun, serta data P4T telah tersedia sebagai dasar 

pendukung penataan aset. Oleh karena itu, konflik tidak menghilangkan 

peluang redistribusi tanah, tetapi menjadi faktor yang menunda dan 

menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Pelaksanaan redistribusi tanah 

dapat dilanjutkan apabila terdapat penyelesaian konflik dan kesepakatan 

antaraktor, terutama melalui kemampuan Gugus Tugas Reforma Agraria 

dalam merumuskan penyelesaian yang integratif terkait status penguasaan, 

penetapan subjek dan objek, serta kesesuaian alokasi ruang. Dengan 

demikian, keberhasilan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen sangat 

bergantung pada penyelesaian konflik hingga tercapai kepastian hukum dan 

kondisi clean and clear terhadap objek yang akan diredistribusikan.  

B. Saran 

1. Berdasarkan dinamika dan bentuk konflik penguasaan tanah yang terjadi, 

diperlukan upaya penyelesaian konflik secara terpadu dan partisipatif dengan 

melibatkan masyarakat penggarap, PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan, 

Pemerintah Daerah, serta Kementerian ATR/BPN melalui Gugus Tugas 

Reforma Agraria. Penyelesaian perlu diarahkan pada penyamaan persepsi 

mengenai status dan penguasaan tanah, klarifikasi terhadap perbedaan klaim, 

serta penyelesaian persoalan administrasi dan tata ruang yang masih menjadi 

sumber konflik. Proses tersebut perlu dilakukan secara transparan dengan 

melibatkan masyarakat penggarap dalam setiap tahapan verifikasi dan 

pengambilan keputusan agar tercapai kesepahaman mengenai status tanah dan 

arah pemanfaatannya. 

2. Mengingat konflik penguasaan tanah masih memengaruhi peluang 

pelaksanaan redistribusi tanah, Kementerian ATR/BPN bersama Gugus Tugas 
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Reforma Agraria perlu mempercepat proses penyelesaian konflik dan 

pemutakhiran data subjek serta objek redistribusi agar tanah dapat memenuhi 

kondisi clean and clear. Verifikasi lapangan, penetapan subjek dan objek, serta 

koordinasi antarinstansi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan 

memperhatikan kondisi faktual penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh 

masyarakat. Setelah konflik dan ketidakjelasan status penguasaan dapat 

diselesaikan, proses redistribusi tanah perlu segera ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat penggarap yang memenuhi 

persyaratan dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah 

dikuasainya. 
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